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ABSTRAK

Terjadinya sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarz dengan
warga masyarakat, dikarenakan aparat pemerintah memiliki kedudukan yang istimewa
atau lebih tinggi dibandingkan dengan warga masyarakat Akibat dar dikeluarkannya
keputusan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menyebabkan seseorang atau
badan hukum perdata mengalami kerugian, karena aparat pemerintah dalam
pelaksanaan tugasnya melakukan tindakan secara sepihak, melampaui batas-batas
kewenangannya tidak mengikuti dan mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik serta melawan hukum, ini dikarenakan dalam melaksanakan tugasnya pemerintah
memerifukan kebebasan untuk dapat bertindak sehingga kadangkala dalam
penyelenggaraan pemerintahan warga masyarakat diabaikan kepentingannya. Hal ini
disebabkan luasnya campur tangan pemerintah terhadap seluruh aspek kehidupan
masyarakat. Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh penguasa maka individu atau
badan hukum perdata dapat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan gugatan yang diajukan oleh pihak
yang merasa dirugikan kepentingannya tersebut, hakim dapat menentukan ada tidaknya
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang tertuang dalam putusan
terutama pada bab mengenai pertimbangan tentang hukumnya. Penelitian ini bertujuan
mengetahui pertimbangan hukum yangsdibuat hakim dalam menjatuhkan putusan untuk
sengketa perbuatan melawan hukum+yang.dilakukan oleh penguasa.dan perlunya suatu
pertimbangan hukum hakim-dalamputusan

Penelitian dilakukan dengan ' pendekatan “yuridis normatif. Data yang
dipergunakan data sekunder . Alat-pengumgulan data melalui studi dokumen. Obyek
penelitian berupa Petimbangan Hukum MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara
dalam putusan-putusan tentang sengketa Perbuaten-Melawan Hukum oleh Penguasa
yang telah mempunya. kekuatan hukum tetap dap tingkat pertama sampai tingkat
kasasi, berjumlah 15 (lima belas) putusan  Putusan dipilih yang mempunyai karakteristik
tertentu, yaitu perkara-perkara Tata Usaha Negara mengenai perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh penguasa yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang
atau Badan Hukum Perdata. Untuk ‘menyusun kesimpulan, data yang diperoleh
dianalisis secara normatif-kualitatif.

Dari hasil analisis-diperoteh ‘hasil-sebagaisberikut: | Hakim Tata Usaha Negara
telah mempertimbangkan sengketa yang dilakukan penguasa dari sisi yuridis, filosofis
dan sosiologis, namun-kadangkala-hakim-mempertimbangkan suatu perkara dari sisi
politis yang merugkan ‘kepentingan, pencari keadilan. Hakim dalam menjatuhkan
putusan belum menganalisis S€cara mendalam_mengenal perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh pengtasa sepenti datam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta tanggal 21 Agustus 1991 No 011/G/1991/Pr/PTUN-JKT

Pertimbangan hukum hakim yang tertuang dalam putusan, diperiukan untuk
mengetahui uraian mengenai penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang diajukan
selama persidangan balk yang diterima oleh para pihak maupun yang dibantah.
pengetahuan dan keyakinan hakim dalam memutus perkara, teori-teori hukum yang
mana ini menjadi keseluruhan dari inti putusan yang menunjukkan gugatan Penggugat
terbukti kebenarannya atau sebaliknya.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara,

Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa

vill



ABSTRAC

The verdict between organization or administrative official with society
community, because administrative official have been extraordinary position or high
position in comparison with society community. The consequence from the letter of
decision by organization or administrative official cause personal or civil law organization
have been detriment, because administrative official in carrying out of job measure
unilaterally pass by limit's authority, not followed and be faithful the government correct
general principle's and againt’s of law, this is because on carrying out of job government
need freedom to measure and sometimes in administration implementation society
community ignored they importance, thats all because width of involved with whole
aspect society community existence. The consequence from action of rulers, personal or
civil law organization can protest to legal remedy in Government Administrative Court of
Justice then with accusation by litigant, judge;s can determine there is or no there is
conducted againts of law by rulers that those in decision first on chapter about legal
judge’s consideration to decide for verdict againt's of law conducted by rulers and legal
judge’s consideration needed in judge's consideration.

The research by using normative juridical approach, the utilized data is
secondary data and primary data. The data collecting instrument is documentary study.
The object of the research or the legaljudge's consideration in the decisions about the
verdict againt's of law conducted by rulers, are the 15 sentences from first judicature
until judificial review. The Sentences with-special, characteristic are chosen such as
administrative cases aboUt the verdict againt's of law, conducted by rulers, that those
maked personal or civil law erganization-have been detriment To arrange conclusion,
the data is analized normatively and qualitatively

From the result of analizing, can be know that administrative judge’'s have been
considered the verdict againt's of law conducted by rulers from law side, phylosofy side
and sociology side, but sometimes the judge's consideration on political side that those
make litigant detnment. The administrative judge’'s on decision not analized so far about
the verdict againt's of law conducted by rulers ths can see on administrative decision on
Jakarta, August, 21 1991 No. 011/G/1991/Pr/PTUN-JKT.

Judge's law consideration that those in decision, be needed for to understand
analysis about assessor side fact-of law that those forward a long court session,
accepted by collective parties aithough disagreement, judge’'s knowledge and certain to
decide a conflict, law of theory on the-whoté from degcisition of contents that those point
out accusation by litigant' proved correct or on the contrary.

Key words @ Judge's legal _consideration, Goverment Administrative Court of
Justice, Againt’s of Law by Rulers
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